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Mengingat 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
NOMOR112TAHUN 2017 

TENT ANG 

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH 
TAHUN 2016-2021 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan percepatan 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bolaang 
Mongondow Selatan diperlukan Strategi Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2021 agar dapat berjalan 
secara lebih terpadu dan terfokus; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
Tahun 2016-2021; 

1 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di 
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomor 4875); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4817); 

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 

Ten tang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

199); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011  

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 94); 

8. Peraturan Daerah Nomor 1 1  Tahun 2016 ten tang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 

2016 Nomor 11 ) ;  

9. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Sela tan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 

2016 Nomor 20); 

MEMUTUSKAN : 

Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016- 

2021. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan 

3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan. 

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 



5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan dalam penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

6. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program 

Pemerintah Pusat dan/ a tau Pemerintah Daerah yang 

dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi 

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi 

jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan 

derajat kesejahteraan rakyat. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 tahun. 

8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016- 

2021, yang selanjutnya disingkat SPKD Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan Tahun 2016-2021, adalah dokumen 

strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang 

selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan 

pembangunan daerah di bidang penanggulangan 

kemiskinan. 

Pasal 2 

1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016- 

2021 memuat kondisi kemiskinan, penentuan wilayah 

prioritas dan intervensi, target dan prioritas percepatan 

penanggulangan kemiskinan daerah,rencana aksi daerah 

untuk penanggulangan kemiskinan, penguatan 

kelembagaan dan kaji ulang dan integerasi kebijakan 

RPJMD dan RKPD. 

2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016- 

2021 menjadi pedoman Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow Selatan sebagai rancangan kebijakan 

pembangunan daerah di bidang penanggulangan 

kemiskinan. 

Pasal 3 

SPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 

2016-2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 



Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 22 Desember 2017 
� BUPATI BOLAANG O GON�W SELATAN$( 
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Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 22 Desember 2017 
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